BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASARN

Sejarah Singkat Kota Magelang dan Kondisi Geografis Kota Magelang

Kota Magelang memiliki sejarah panjang dan menarik nama Magelang
sendiri bertolak belakang dari berbagai sumber, seperti cerita rakyat, dongeng,
legenda dan sebagainya. Ada yang berpendapat bahwa nama Magelang itu
berasal dari kisah datangnya orang Keling (Kalingga) ke Jawa yang
mengenakan hiasan gelang di hidungnya. Kata gelang mendapat awalan “ma”
yang menyatakan kata kerja memakai atau menggunakan, maka berarti

“memakai gelang”. Jadi Magelang berarti daerah yang didatangi orang-orang

yang menggunakan atau memakai gelang,

Adalagi yang berpendapat bahwa Magelang itu berasal dari kisah
dikepungnya Kyai Sepanjang oleh prajurit Mataram secara “temu gelang” atau
rapat berbentuk lingkaran. Ada pula yang mengaitkan nama Magelang itu
dengan kondisi geografis daerah Kedu “cumlorot” yang ternyata semakna
dengan kata gelang. Berawal dari sebuah desa perdikan “Mantyasih” yang

mengandung arti beriman dalaia cinta kasth.

Penetapan desa Mantyasih tertulis pada Prasasti Mantyasih tertulis pada
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kemudian menjadi dasar penetapan Hari Jadi Magelang. Desa tersebut -
kemudian beiada di sebelah barat Kota Magelang dengan nema Meteseh di

wiiayah Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang.

Daerah perdikan ini dulu disebut Kebondalem, yang berarti kebun milik
Raja, yaitu Sri Sunan Pakubuwono dari Surakarta. Tanah yang menibujur ke
selatan dari kampung Potrobangsen sampai kampung Bayeman sekarang,
dulunya adalah kebun kopi, rempah, buah-buahan dan sayur-sayuran termasuk
vayain alau “bayein dalam bahass Jawa. Sisa-sisa pernsh adanya kebun itu
masih dapat dilihat dari nama-namatempat seperti : Kebondalem, yaitu sebuah
kampung di Kelurahan Potrobangsan, Botton Kopen dahulu adalah kebun kopi,
Kebonpolo atau kebun pala, Kemirikerep/Kemirirejo bekas kebun kemiri,
Jambon bekas kebun jambu, Bayeman bekas kebun bayam, Pucangsari bekas
kebun pohon pucang, Kebonsari bekas kebun yang indah ditanami bermacam-

macam tumbuhan, Jambesari kebun yang ditanami pohon pinang/jambe, Karet

bekas kebun pohon karet.

Ketika inggris menguasai Magelang pada abad ke-18, dijadikanlah kota
ini sebagai pusat pemerintah setingkat kabupaten dan diangkatiah Mas Ngabehi
Danoekromo sebagai bupati pertama dengan gelar Raden Tumenggung

Deznoeningrat. Bupati ini pulalah yang kemudian merintis berdirinya Kota
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sebuah masjid dan gereja GPIB Jalan Alun-alun Utara, Dalam perkembangan
selanjutnya, dipilihlah Magelang sebagai ibukota Karesidenan Kedu pada tahun
1818 karena letaknya yang stariegis, dilalui jelan raya yang menuju

Yogyakaria.

Setelah pemerintah Inggris takluk oleh Belanda, Kedudukan Magelang
semakin kuat, Oleh pemerintah Belanda, kota ini dijadikan pusat lalu lintas

perekonomian untuk kawasan Jawa Tengah bagian selatan sehingga mendorong

juga nyaman serta memiliki pemandangan indah, schingga oleh Belanda kota
ini dijadikan Kota Magelang Militer. Pemerintah Belanda terus melengkapi
sarana dan prasarana perkotaan. Menara air minum dibangun di tengah-tengah
kota pada taliin 1918, perusahaan listrik mulai beroperasi tahun 1927, dan
jalan-jaian arteri diperkeras dan diaspal. Kota Magelang diberikan status
sebagai Kota Magelang Gemeente pada 1 April 1906 dan dipimpin oleh

seorang Belanda yang menjabat sehagai Burgemeester. Burgemeester inilah

yang sekarang disebut Walikota.

Perkembaugan jaman menuntut dibangunnya berbagai sarana den
prasarana kota. Sarana dau prasarana air bersih, penerangan, perbankan,

tempat-tempat makan-minum, tempar hiburan dan rekreasi serta yang lain terus
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1. Kondisi Fisik
a. Geogratis
Kota Magelang terletak pada 7°2628”-7°30°9"LS dan 116°12’30"-

110°12°52”BT. Batas wilayah kota Magelang adalah :

Sebelan Utara: Kecamatan Secang Kabupaten Magelang;

t

Sebelah Selatan: Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang;

Sebelah Timur: Sungai Elo/Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang

SebelahBarat: Sungai Progo/Kecamatan Bandongan Xabupaten

Magelang.

b. Topografi
Kota Magelang berupa dataran tinggi yang berada pada kisaran
ketinggian antara 325-500m dpl. Sudut kemiringan berkisar antara 2%-
45%, kemiringan 45% terdapat pada daerah pinggiran terutama daerah
tepian Sungai progo dan Sungai Elo, sedangkan untuk daerah tengah
merupakan daerah cenderung datar dengan kemiringan antara 2%-5%.

Pada bagian selatan kota terdapat Bukit Tidar yang memiliki ketinggian
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c. Klimatologi
Secara umun: kota Magelang termasuk dalam kategori deerah ikiim
basah. Menurut keadasan iklim pada tahun 1996 temperaiur maksimum

29°C dan terendah 20°C, kelembaban rata-rata di kota Magelang adaiah
88,8%.

d. Luas Daerah
Luas wilayah kota Magelang 1.812 ha yang dibagi menjadi 2
wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Magelang Utara dan Kecamatan

Magelang Selatan dengan 14 wilayah kelurahan.

2. Kondisi Non Fisik
a. Kependudukan
Jumlah penduduk di Kota Magelang menurut data tahun 2002

adalah 116.033 jiwa naik dari tahun 2001 yang hanya sebesar 115.863.
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Jumlah Penduduk Kota Magelang Tahun 2002

Menurut Kelompok Umur

Jumlah 116.033

Sumber : Kota Magelang Dalam-z;;gka, 2003

Rata-rata kepadatan penduduk tahun 2002 adalah 6.403 jiwa/km?.
Jumlah penduduk laki-laki adaiak 56.036 orang, sedangkan penduduk

perempuan adalah 59.997 orang. Struktur mata pencaharian penduduk
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b. Sosial Ekonomi

Kota Magelang selain sebagai pusat pengembangan internal
wilayahnya juga menjadi kota induk bagi kota-kota disekitaraya atau
hinterland-nya. Adapun kota-kota disekitar Magelang adalah : Kabupaten
Purwerejo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, dan
Kabupaten Magelang. Jika dilihat dari kondisi saat ini baik kondisi fisik
kota maupun non fisik, maka Kota Magelang masih termasuk dalam masa
perpindahan antara desa ke kota dimana pemasukan daerah belum
sepenuhnya didominasi oleh sektor perdagangan dan jasa, Sektor
pertanian juga masih turut memberikan sumbangan bagi pendapatan

daerah.

Kegiatan ekonomi dasar Kota Magelang lebih memanfaatkan fungsi
Kota Magelang sebagai kota transit, kota pendidikan dam kota ABRI
menuju kota pelayanan jasa pariwisata. Manfaat yang diperoleh antara
lain pengembangan obyek-obyek wisata yang potensial, penyediaan
fasilitas jasa wisata berupa jasa rumah makan, jasa transportasi, jasa
penginapan dan jasa hiburan. Sektor perdagangan yang juga dapat
dikembangkan adalah sebagai tempat pemasaran hasil bumi. Kedua

potensi tersebut saat ini belum tampak adanya pengemasan ke dalam
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- Rencana Induk Kota Magelang
a, Fuilgsi Koia Mageiang
Sesuai dengan Visi Kota Magelang yaitu Kota Magelang sebagai
Kota ABRI, Kota Pendidikan dan Kota Transit menuju Koia Pelayanan
Jasa Wisata pengembangan Kota Magelang diprioritasken pada fungsi

utama yang berkembang di Kota Magelang, yaitu ;

1) Skala Regjonal
a) Fungsi Transit

Fungsi sehagai knta fransit karena adanya notensi vang
dimiliki Kota Magelang mengarah kepada fungsitransit
penumpang, barang dau wisata. Dengan demikian perlu adanya
fasilitas-fasilitas yang melayani transit penumpang, barang dan
wisata. Fasilitas yang diperlukan antara lain akomodasi,
penginapan, rumah makan, perdagangan, rekreasi dan daya tarik

dari Kota Magelang sendiri.

b) Fungsi Pendidikan
Fungsi pendidikan yang ada di Kota Magelang meliputi
Perguruan Tinggi, Pendidikan Militer dan Pusat Pelatihan.
Khususnya i(awasan Pusat Pendidikan Militer (AKMIL) yang

mempunyai skala pelayanan nasional ini menjadi Jandmark
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Penyebaran iokasi pendidikan cukup merata, namun masih perlu
adanya Izhan untuk pengembangan pusat pendidikan tinggi yang

melayani skala regional guna pengembangan kampus.

c) Fungsi Kota ABRI
Sampai saat ini sejarah kawasan ABRI masih terlihat baik
fisik bangunan maupun kegiatannya. Sebagai pusat pendidikan
ABRI seperti AKMIL, Secaba, SMU Taruna Nusantara, Kota
Magelang mempunyai warna tersendiri khususnya yang
dihadirkan oleh 'para pelakunya. Selain tempat pendidikan ABRI.
ciri spesifik dari fungsi Kota ABRI ialah fasilitas pemukiman

keluarga ABRI yang menempati bangunan-bangunan bekas kamp

Belanda.

2) Skala Lokal
a) Fungsi Pusat Perdagangan
Kecenderungan perkembangan perdagangan dan jasa skala kota
berada di sekitar Pasar Rejowinangun, pasar Gotong Royong,
* Pasar Rejotumoto, Pasar Kévonpcelo dan daerah pert_okoan di Jalan
Pemuda. Komodi‘tas perdagangan terdin -dari hasil bumi, gula,

beras, material, sandang, makanan, elektronik, percetakan, studio
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b) Fungsi Pusat Perkantoran
Potensi perkanturan yang ada adalah kantor pemerintah.
Kebijakan fungsi pelayanan umum yaitu peningkatan dari keadaan
yang ada, sesuai dengan pengembangan dan pertumbuhan
perekonomian kota. Struktur kota yang ada menunjukkan bahwa
pusat perkantoran mengemban fungsi utama kota sebagai pusat

pelayanan skala kota dan rcgional.

¢) Fungsi Perumahan
Fungsi ini berialan seiring dinamika dan sejarah Kota Magelang
yang memiliki kondisi alam yang sejuk dan sangat sesuai untuk
dijadikan tempat tinggal. Dengan adanya perubahan fisik kota
diharapkan juga ada perbaikan terhadap bangunan perumahan dan
lingkungan sehingga suasana Kota Magelang yang nyaman akan

tetap terjaga.

d) Fungsi Rekreasi dan Olahraga
Pengembangan fasilitas rekreasi dan olahraga sangat
memungkinkan dengan skala pelayanan regional. Untuk itu perlu
penataan  dan pembmém&n ka\:vasan olahraga yang lebih
memadgi, misalnya GOR Samapta yang kenudian dikaitl;an

dengan jalur lintasan rekresi dan hiburan lain serta pusat-pusat
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) Fungsi Industri dan Pergudangan
Pengembangan kawasan industri dan pergudangan cukup poiesial.
Dengan letak Kota Magelang yang berada di tengah-tengah Jawa
Tengah dam dilalui banyak jalur transportasi naka pergudangan

cukup berpotesi, khususnya gudang obderdil dan kendaraan.

4. Kebijakan Sektor Pariwisata
Letak Kota Magelang yang strategis dan dilalui oleh jalur-jalur wisata
bertaraf internasional dan nasional sangat mendukung dalam pengembangan
kota jasa wisata, Obyek wisata bertzraf internasional antara lain Candi
Borobudur dan pegunungan dieng. Obyek-obyek wisata regional meliputi

Kopeng, Gunung Merapi-Merbabu dan Taman Kyai Langgeng.

Data dari Dinas pariwisata Kota Magelang menunjukkan peningkatan
kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara di Kota Magelang,
Meskipun pada tahun 1998 sempat mengalami penurunan yang tidak begitu
berarti, pada talhun 2001 jumlah kunjungan wisatawan bertambah lagi
bahkan melampaui arus kunjungan tahun 1997. Jumlah wisatawan pada
tahun 1997 sebesar 580.749 orang, sedangkan pada tahun 2001 sebesar

837.315 orang. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut:




69

Jumlzh Pengunjung Obyek Wisata Kota Magelang

1997  580.749
1998 463.679
1999 583.038
2000 794,102
2001 837.315

Sumber : Indikator Ekonomi Kota Magelang, 2002

Sedangkan prioritas pembangunan sektor pariwisata dan jasa yang
tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang adalah

pengembangan jasa wisata yang meliputi tempat rekreasi, rumah makan,
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B. Penyelssaian Ganti Rugi Terkait Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan

Umam Di Kota Magelang Gedung Olahraga Gor Samapta.
L. Rencana pengembangan kawasan Gor Samapta kota Magelang

a. Gambaran Lokasi Lahan Pengembangan.

Berdasarkan hasil study kelayakan yang disusun pada tahun 2002 bahwa
kawasan Gor Samapta akan direncanakan sebagai kawasan pengembangan
kegiatan olahraga dan tempat rekreasi dengan skala pelayanan local dan regional,

1.) Tujuan pengembangan kawasan Gor Samapta adalah untuk menciptakan

pusat pertumbuhan ekonomi baru di kota Magelag, dan dengan
dikembangkannya kawasan Gor Sainapta sebagai kawasan yang mewadahi
kegiatan rekreasi dan olahraga, akan dapat mendukung pencapaian visi
kota Magelang sebagai kota jasa.

2.) Fasilitas-fasilitas rekreasi dan olahraga yang akan dibangun adalah:

a.) Stadion Madya

b.) Kolain Renang Indoor

c.) Sarana Olahraha dan rekreasi Indcor
d.) Saraua Rekreasi dan taman bermain
e.) Wisma Atlet

f.) Rumah Makan dan So’uvenir Shop.

3.) Sedangkan sarana olahraga yang sudah ada, yaitu gedung olahraga dan

lananmran tanin Atealrmnnandamnitrrm seedaale At Yool ORI, J. P TVoak..1o
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lapangan tenis direkomendasikan untuk ditingkatkan dengan menambah
jumlah Japangannya.

4.) Untuk pengembangan Stadion Madya, pengembangan tahap T adalah ke
sisi uiara kawasan, dan pada lahan pengembagan tersebut juga dapat
dimanfaatkan untuk pembangunan, sarana olahraga dan rekreasi lainnya,
yaitu: Wisma Atlet; sarana olahraga indoor; saranan rekreasi dan taman

bermain.

5.) Untuk pengembangan tahap I, yaitu ke arah selatan direncanakan untuk

ditawarkan kepada investor.

6.) Perlu kami laporkan bshwa pada sisi utara-timur lahan yang dikuasai
pemerintah kota Magelang, saat ini terdapat sebidang lahan yang
digunakan untuk asrama polisi, dengan jumlah rumah adalah 18 unit, dan 1
unit rumah milik warga masyarakat.

7.) Dalam pengembangan kawasan Gor Samapta maka perlu dipertimbangkan

untuk merelokasi asrama polisi, sedangkan lahan yang masih tersedia
adalah disebelah barat kompleks perumahan kopril, dan berbatasan

langsung dengan kali progo.

§.) Pada lahan tersebut juga dapat dikembangkan sebagai kawasau

1 ¢
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b. Site plan pengembangan kawasan Gor Samapta
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9.) Tanah yang masih tersedia pada lokasi tersebut seluas lebih dari 5 hekiar,

sedangkan akses jalan ke lokasi bisa dicapai dari kempleks perumahan

kopril; dari jalan rambutan atau dari kawasan Gor Samapta.

2. Dasar Hukum tentang Pengadaan Tanah Untuk Pengembangan Kawasan

Gor Szmapta Tahun 2006 sebagai berikut :

1.

UU No. S5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
(LTUPA).

Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2(05 tentang Pengadesan Tanah Bagi
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jo, Peraturan

i A . YaTa T
aliuil cvuv.

. Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 1 Tahun 1994 tentang

ketentuan pelaksanaan Keputusan Presiden RI No. 55 Tahun 1993 tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum.

Keputusan Kepala BPN No. 2 Tahun 2003 tentang Norma dna standar
Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang
Pertanahan vang dilaksanakan oleh Pemerintah kabupaten/kota.

Peraturan Daerah kota Magelang Nomor 22 Tahun 2001 tentang perubaharn

Atas Peraturan Daerah kota Madya Daerah tingkat 1T Magelang Nomor 4
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6. Peraturan Daerah kota Magelang Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Kota Magelang Tahun 2005-2010.

7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun

Anggaran 2006.

3. Mekanisme Pengadaan Tarcah Untuk Pengembangan Kawasan Gor

Samapta Tahun 2006 sebagai berikut:

Peretapan lokasi

Sesuai Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota

Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah

Dengan SK Walikota
(Keputusan Walikota Nomor 143/10/112 Tahun 2006 tanggal 12 April 2006 tentang
Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Di Kota

Magelang)

Penyuluhan
Kepada masyarakat yang terkena lokasi

pembangunan




74

Invenfaﬁsasi' Tanah Yang Terkena Pembangunan meliputi:

1. Pengukuran dan Pemetaan bidang tanah;

2. Riwayat tanah dan penguasaan seria penggunaan tanah (luas, status pemegang

hak dan penggunaan tanahnya)
Pernilaian Harga Tanah Pengumuman Hasil Inventarisasi
dengan bantuan Tim Penilai yang dibentuk (Waktu 1 bulam)
dengan SK Walikota) : Dipasang di :
Dasarnya: 1. Kantor Pertanahan Setempat
1. NJOP atau nilai nyata/sebenarnya. 2. Kecamatan Setempat

2. Nilai Jual Bangunan 3. Kelurahan Setempat

3. Nilai Jual Tanaman
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B

MUSYAWARAH

(Prinsip sampai diperoleh kesepakatan)
Ketentuan :

1. Dalam hal kegiatan pemba;ngunan untuk kepentingan umum tidak dapat
dipindahkan secara teknis, musyawarah dilakukan dalam jangka waktu paling
lama 120 hari sejak tanggal undangan pertama.

2. Apabila dalam waktu 120 hari musyawarah tidal; ada kesepakatan, peanitia
menetapkan bentuk dan besarnya ganti rugi dan menitipkan ganti rugi uang
kepada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi lokasi
pembangunan.

3. Apabila terjadi sengketa kepemilikan setelah penetapan gamti rugi, panitia
menitipkan ganti rugi vang kepada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya

meliputi lokasi pembangunan.

FPenetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi

(Dalam berituk keputusan panitia pengadaan tanah)

Pengajuan Keberatan atas Keputusan Panifia

(Apabila ada)
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. 5

Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi

(Diserahkan secara langsung oleh panitia dengan disaksikan sekurang — kurangnya 3

orang anggota panitia)

L

Pelaksanaan Pelepasan Hak dan Penyerahan Tanah

Meliputi :

Penyerahan bukti hak

Pendaftaran Hak Baru ke Kantor Pertanahan

Pelaporan

(Laporan Walikota kepada Pemerintahan Cq. BPN melalui Kepada Kantor Wilayah

BPN Prov. setempat)
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4. Prosedur Pembebasan Tanah Unfuk Pengembangan Kawasan Gor

Samapta Tabun 2006 sebagai berikut :

Secara sederhana prosedur pembebasan yang harus diperhatikan adalah:

1. Penetapan Lokasi Pembangunan oleh Pemerintah Kota Magelang dengan

Keputusan Walikota Magelang.

a)

b)

surat Walikota Magelang Nomor 590/1365/111 taﬁggal 9 oktober 2006
perihal penetapan lokasi untuk pengembangan kawasan Gor Samapta
kota Magelang kepada kepala kantor pertanahan kota Magelang,

keputusan Walikota Magelang Nomor 590/38.a/112 Tahun 2006
fanggal 1C Nopember 2006 Tentang ponctapan lokasi untuk
pembangunan pengembangan kawasan Gor Samapta Di Keluraﬁan

Kramat Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang.

Catatan: setelah diberlakukan penetapan lokasi maka tanah-tanah yang

terkena rencana pembangunan dilarang dipindah tanggankan tanpa

seijin Walikota Magelang.

2. Penyuluhan kepada warga pemilik tanah yang terkena lokasi pembangunan

secara langsung dilaksanakan tanggal 11 oktober 2006 di Aula Kantor

Kecamatan Magelang Utara, adapun materi penyuluhan merupaken

penyampaian informasi vang meliputi penjelasan mengenai maksud, tujnan

dan tata cara / prosedur pembebasan tanah untuk kepentingan

nanmamhaoncan T aunrmaan itar Qanannéa T atne MMamvalama
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3.- Inventarisasi tanah penetapan batas lokasi pembangunan, dan penelitia

tanah.

a)

b)

\
aj

b)

inventarisasi tanah dilakukan dengan penelitian data-data dari bukdi
kepemilikan tanah yang diperoleh dari pemilik tanah.

panitia melakukan inventarisasi uniuk menetapkan batas-batas lokasi
tanah yang terkena pembangunan. Inventarisasi meliputi pengukuran
dan pemetaan bidang-bidang tanah.

penetapan batas dilakukan bersama antara pemilik tanah dengan pihak
pemerintah (perwakilan dari kantor pertanahan kota Magelang, Staf

Keluralian Gan Stat Bag. Tata Pemerintaliain).

Pengumuman

panitia mengumumkan hasil inventarisasi untuk memberitahukan dan
memberi kesempatan kepada masyarakat yang tanahnya terkena
kegiatan pembangunan untuk mengajukan keberatan atas hasil
inventarisasi.

pengumuman Nomor : 590/03.b/PPT.GOR/111 tanggal 16 oktober
2006 tentang pengadaan tanak untuk kepentingan pembangunan
pengembangan kawasan Gor Samapta kelurzhan kramat kecamatan

Magelang Utara kota Magelahg Tahun Anggaran 2005.

5. Penaksiran nilai tanah oleh panitia dari pemerfntah kota Mageiang.

a)

dilakukan oleh Tim Penilai Independen dari kantor Pelayanan I'BB

NV e e . U S FRE A £ X Anan tannls  svmdnl-
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kepentingan pembangunan Di Kota Magelang kepada Tim Penilai
Independen Kantor pelayanan PBB Magelang Nomor 593/135i/111
Tanggal 17 oktober 2006 perihal permohonan penilai harga tanah
lokasi kawasan Gor Samapta Kel. Kramat.

b) hasil pcnelitian dari Tim penilai Independen: Surat dari Tim Penilai
Independen  kantor  pelayanan PBB  Magelang Yomor
04/VI/TIMPIN/2006 tanggal 14 Nopember 2006 perihal laporan penilai
harga pemilik tanah.

¢) hasil penilaian tersebut dibahas oleh panita penilai harga tanah sebagai
dasar penawaran harga dalam musyawaral: dengan pemilik tanal.

Musyawarah antara panitia dengan pemilik tanah untuk menentukan

bentuk dan besarnya ganti-rugi.

Musyawarah menurut istilah atau etimclogis adalah “kegiatan untuk

mencanai satu kata mufakat” sedanokan menurut harfiahnva ** keoiatan

saling mend=sngar dan mengutarakan pendapat untuk satu maksud tujuan

kesepahaman dan kemufakatan dalam mengambil suatu keputusan secara

bersama-sama”Pemegang bak atas tangh vang tidak nienvetujui keputusan

ferscout, dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur/KDH tingkat I. dan

Gubernur mensupavakan menvelesaikannva dengan mempertimbangkan

pendapat dan keinginan para pihak. untuk selanjutnya mengeluarkan

lenutiiean vana danat menonlthlran atainy manonhah lranntiiean nanitia
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iI. Dasar Hukum Musyawarah.

Dalam Pasal 1 Avat (10) Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005

musyawarah vaitu kegiatan vang mengandung proses saling mendengar,

saling memberi dan salinj menerima pendapat serta keinginan untuk

mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarya ganti rugi dan

masalah lain vang berkaitan dengan kepiatan pengadaan tanah atas dasar

kesukarelaan dan kesctaraan antara pihak varig mempunvai tanah,

bangunan, tanaman, dan benda-benda lain, yang berkaitan dengan tanah

dengan pihak yvane memerlukan tanah. Jiwa dari ayat tersebut menvyiratkan

pentingnya musyawarah antara pemegang hak atas tanah denpan pihak

yvang memerlukan tanah. tetapi diantara kedua belah pihak ini harus ada

perantaraan nihak lain agar terdapat aturan main vang ielas dan terarahlIl.

Teori Tentang Musyawarah.

Di dalam tatanan masyarflgat terdapat nilai-nilai kebersamaan.

\- - - - - »
kepotongrovongan. dan kesetiakawanan dipupuk dilestarikan dan dibina

secara terus menerus dan turun-temurun. Nilai-nilai itu dijunjung tinggj

dan dihormati masyarakat sebagai suatu norma dan budaya yang menjadi

akar kearifan lokal komimnitas masvarakat tersebut. Sejak dahulu nilai lubur

bangsa Indonesia tentang tatacara dan metode pengambilan keputusan telah

ada dan dilak-ikan dengan konsisten, vakni dengan jalan membicarakan

1101 yacalah harcarma dan LFaaiaton vano ealinog mandsnoar menontaralran
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pendapat dan menghormati hak orang lain atau dissbut musyawarah

mencapai kata mufakat. Hal tersebut kemudian dituangkan ke daiam dasar

Negara dan konstitusi oleh para Founding Fathers kita dengan harapan nilai

dan sernangatnya tetap ada dan bertahan lama. Musyawarah dapat diterima

dalam berbagai aliran ideology seperti demokrasi, sosialis. atau liberal.

Musyawarah diimplementasikan oleh masvarakat Indonesia dalam

berbagai bentuk dan caralV. Pendapai Pakar.

Menurut Maria SW Sumardjono, musyawarah untuk mencapai kata

mufakat harus ditumbuhkembangkan dan dalam hal terjadi pemukiman

kembali integrasi dengan masyarakat setempat perlu dipersiapkan

semenjak awal untuk menghindarkan hal-hal yane tidak diharapkan oleh

kedua belah pihak , dalain pembebasan tanah yang mempunvyai peran

utama adalah panitia pengadaan tanah. dan bisa dikatakan cepat lambainva

cara kerja panitia pengadaan tansh (P2T) akan punva pengaruh langsung

terhadap proses pengadaan tanah itu sendiri, penentuan ketetapan ganti rugi

seharusnya berada dalam semua pihak agar cepat mendapat kesepakatan

besarnya ganti rugi maka harus ada saling pengertian diantara para pihak

baik pemerintah vang diwakili oleh P2T maupun warga masyarakat yang

. tanahnya terkena pembebasan tanah.

Musyawarah dalam penentuan ganti rugi di‘akukan dalam pengertian

musvawarah kualitatif. maksudnva vane dipentinekan adalah dialoe secara
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langsung dengan warga, namun apabila jumlak pemegang hak atas tanah

tidak memungkinkankan musyawarah secara efektif maka kemungkinan

dengan wakil-wakilnya yang ditunjuk diantara para pemegang hak atas

tanah yang sekaligus bertindak selaku kuasa mereka. Bila musyawarah

telab berkali-kali dilakukan dan gagal, tidak mencapai kata mufakat maka

panitia pengadaan tanah mengeluarkan keputusan mengenai bentuk dan

besarya panti rugi dengan tetap memperhatikan aspjrasi vane berkembang

di masyarakat. Dalam musyawarah penetapan ganti rugi dalam pergadaan

tanah untuk kepentingan umum dikota magelang sebagai berikut:

a) dilaksaﬁakan secara langsung antara instansi pemerintah (panitia
pengadaan tanah) yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak
atas tanah dengan para pemegang hak atas tanah

b) dalam hal jumlah pemegang hak atas tanah dan pemilik tanah
bangunan, tanaman dan / atau benda-benda lain yang terkait dengan
tanah yang bersangkutan tidak memungkinkan terselenggarannya
musyawarah secara efektif, musyawarah dapat dilaksanakan dengan
wakil yang ditunjuk diantara dan oleh mereka.

c) sesuai Peraturan 'Menteri Agraria/ Kepala BPN No. 1 Tahun 1994

Pasal 16 Ayat (1) Poin a dan b, musyawarah untuk menentukan bentuk

Aan hacarnira aanfr. rym danoan mamnartimhonal-an -
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1) Niali tanah berdasarkan nilai nyata atau sebenarnya dengan
memperhatikan NJOP Bumi dan Bangunan tahun terakhir untuk
tanah yang bersangkutan.

2) Faktor-faktor yéng__mempengaruhi harga tanah :

a) lokasi tanah

b) jenis hak atas tanah

c) Status penguasaan tanah

d) Peruntukan tanah

e) Kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang
wilayah

f) Prasarana yang tersedia

g) Fasilitas dan untilitas (kegunaan)

h) Lingkungan

1) Lain-lain yang mempengaruhi harga tanah

Sesuai Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang
pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan. untuk kepentingan

umum, bahwa pengadaan tanah dilakukan melalui musyawarah dalam

rannlra mammnarnlah raceswalratan mancanal hantnlr dAan hacarnva aantis
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Pelaksanaan Musyawarah dalam hal ganti rugi dilakukan 5 kali

musyawarah

a)

b)

c)

Musyawarah | pada tanggal 17 Nopember 2006 di Aula Kantor
Kecarnatan Magclang Utara dengan materi penyampaian hasil.
inventarisasi tanah yang diperlukan oleh pemerintah kepada
pemilik tanah, dan sebagian besar masih keberatan dan belum
bisa menerima hasil inventarisasi.

Musyawarah II pada tanggal 23 Nopember 2006 di Aula Kantor
Kecamatan Magelang Utara dengan materi penyampaian hasil
peniiaian harga tanai Gari Tim Penilai independen yaitu
kelompok I Rp. 105.000,- kelompok II Rp. 76.000,- kelompok
TH Rp. 50.000,-, dan pemilik tanah menyatakan masih keberatan
atas hasil penilaian tersebut.

Musyawarah III pada tanggal 7 Desember 2006 di Aula Kantor
Kecamatan Magelang Utara dengan hasil bahwa antara pihak
pemilik tanah dengan pemerintah  belum dapat tercapai
kesepakatan mengenai besarriya ganti Tugi dan kedua belah
pihak sepakat untuk mempertimbangkan ~kembali hasil
musyawarah. (pemerintah menawarkan harga %elompok I Rp.
170.000,- kelompok II Rp. 140.006,— kelompok II Rp.

1000.000,-)
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d) Musyawarah IV pada tanggal 11 Desember 2006 di Aula
Kantor Kecamatan Magelang Utera dengan hasil pihak
pemerintah belum dapat menerima penawaran Larga dari
perilik tanah (kelompok I Rp.375.000,- kelempok I dan
kelompok III Rp. 325.000), sepakat akan mengadakan
musyawarah lanjutan.

e) Musyawarah V pada tanggal 15 Desember 2006 di Aula Kantor
Kecamatan Magelang Utara dengan hasil kesepakatan antara
kedua belah pihak tentang besarnya ganti—rugi tanah. (kelompok
i Rp. 310.000,- kelompok II 290.06G,- keiompok Il
Rp.270.000,-)

7. Penetapan bentuk dan besarnya Ganti-Rugi.

i. ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pengadaan Tanah untuk
Kepentingan  Pembangunan di  kota  Magelang  Nomor
590/13.a/PPT.GOR/111 tanggal 19 Desember 2006 tentang penetapan
bentuk ganti rugi tanah yang digunakan untuk pengembangan kawasan
Gor Samapta kota Magelang.

8. Pemberian Ganti Rugi secara Langsung.

1. Pengajuan SPP oleh peinegang Kas ke DPKKD dilampiri dengan data

bukti kepemilikan tanah dari pemilik tanah. |

2. Setelah dilakukan penelitien penelitian data mengenai bukti
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dinyatakan sesuai dan sah maka dikeluarkan SPM sebagai alat
pembayaran pengadaan tanah kepada pemilik tanah.

3. Penerimaan dan pencairan SPM dilakukan secara langsung oleh
pemilik tanah / pemegang kuasa di bank jateng pada tanggal 30
Desember 2006.

9. Pelaksanaan Administrasi Pelepasan Hak dan Penyerahan Tanab.

1. Pelepasan Hak Atas Tanah dilakukan dengan dikeluarkannya Akta
Pelepasan Hak Atas Taneh oleh PPAT Camat Magelang Utara yang
ditandatangani kedua belah pihak (Pemilik Tanah dan Pemerintahan).

2. Penycrahian sertifikat dan petuk asli dari pemilik tanah kepada
Pemerintah.

10. Pendaftaran Permohonan Hak untuk sertifikat atas nama Pemerintah Kota

Magelang ke Kantor Pertanahan.

1. Permohonan Pengalihan Hak Atas Tanah dari Walikota Magelang
kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Magelang atas Tanah.

11. Laporan pembebasan tanah dari Kepala Daerah Kepala Pemerintah (Pusat).

5. Tetang Penetapan Bemtuk dam Besarnya Ganti Ragi Tanah yang
digunakan untuk Pengembangan Kawasan Ger Samapta ¥oia Magelang.
Bahwa sesuai dengan hasil musyawarah dengan para pemilik ianah yang

digunakan untuk pengembangan Kawasan GOR Samapta telah disepakati

] T s i Alnbnn
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perlu ditetapkan dengan Keputusan Kefua Panitia Pengadaan Tanah Untuk

Kepentingan Pembangunan di kota Magelang;

1.

La

Undang-undang Nomor 17 ‘Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daeraha kota kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timuz, Jawa Tengah
dan Jawa Barat;

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pcraturan Dasar Pokok-

pokok Agraria;

. Undang-undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tenlang Larangan Pemakaian

Tanpa ijin yang berhak atau kuasanya;

. Undaug-undang Nomor 20 Tahun 1961 {entang Pencabutan Hak-hak

Atas Tanah dan Benda-benda yang ada diatasnya;

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah- Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang;
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pusat dan Pemerintah Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang; Pengandaan Tanah

bagi Pelaksanaan Pembagunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana

demTeol Aisrlenly J e rrraee TYmrmtranrsr Theomm s ed man WY omm /oo L8 MAalewses YNONL dmand i en e
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Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang

Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan

Umum;

Dalam pelaksanaan itn juga memperhatikan beberapa ketentuan yang ada

dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan di kota Magelang;

L.

1)

Lh

Keputusan .Kepalé Badan Pertanahan Nasionai Nomor 2 Tahun 2003
tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan
Pemerintah di Bidang Perianahan yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah
Kabupaten/Kota;

Surat Edaran Dirjen Pajak Deparicmen Keuangan Nomor : - SE
04/PJ.33/1996 tanggal 26 Agustus 1996 tentang Pembayaran PPh Atas
Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atz}u Bangunan;
Keputusan Walikota Magelang Tanggal 12 April 2006 Nomor
143/10/112 Tahun 2006 tentang Pembentkan Panitia Pengadaan Tanah
Untuk Kepentingan Pembangunan di Kota Magelang;

Berita Acara Tanggal 15 Desember 2006 Nomor 590/12/PPT.GOR/111
tentang Musyawarah Pengadaan Tanah Untuk Pengembangan Kawasan
GOR Samapta Kota Magelang;

Persetuiuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerzh Kota Magelang Nomor 33

Tahun 2006 Tanggal 29 Desember 2006 tentang Persetujuan Mendahului

Ponetanar Anmaaran Pandanatan Aan Ralanta Naarah ¥ ata Waaalanea
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Tahun Anggaran 2007 Guna Mengeluarkan Uang Untuk Belanja yang
Bersifat Mengikat dan Wajib;

Keputusan Ketua Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan

Di Kofa Magelang Nomor 590/17,a/PPT.Goi/111 Tzhua 2007 memutuskan dan

menetapakan sebagai berikut:

1.

¥ ]

Besarnya Ganti Rugi tanah Hak Milik Nomor 1425 Kelurahan Kramat
atas nama wan Setiawan seluas + 642 m? yang akan digunakan untuk
pengembangan Kawasan GOR Samapta Kelurahan Kramat adalah
sebesar Rp. 199.020.000,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta dua
puluh iibu rupialy),

Segala biaya yang timbul akibat dilaksanakannya keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2007.

. Besarnya uang ganti-rugi yang diberikan kepada pemilik tanah

sebagaimana tersebut dalam DIKTUM. PERTAMA dikenai Pajak
Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau
Bangunan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu sebesar Rp. 9.951.000,-
(Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh satu riou rupiah) yang

dibebankan pada pemilik tanzh.

.I( armnifriona 1mt menlas haslalis eanda fnencnnl Aldndnaleai.
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Laporan Pengadaan Tanah Untuk Pengembangan Kawasan Gor Samapta Kel.
Kramat tahyn 2006, sehubungan dengan telah selesainya proses pengadaan tanah
dalam rangka pengembangan Kawasan Gor Samapta Kel. Kramat sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadaan Tanah untuk Pengembangan Kawasan Gor Samapta
Keluranan Kramat dilaksanakan berdasarkan Keputusan Waiikota
Magelang Nomeor 143/10/112 Tahun 2006 Tanggal 12 April Tentang
Pembeniukan  Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan
Pembangunan di Kota Magelang.

2. Bahwa Pengadaan Tanah untuk Pengembangan Kawasana Gor Samapta
Koia Mviagelang Tahun Anggaran 2000 dan dilanjuikan Anggaran 2007
scsuai dengart Surat dari Kepala Badan Perencanaan Kota Magelang
tanggal 12 Desember 2006 Nomor 248/03/ ND/310 perihal Pengadaan
Tangh untuk Pengembangan Kawasan Gor Samapta dengan Pengajuan
Anggaran dan Rencana untuk Penetapan Lokasi Kawasan Gor Samapia +
150.000 m? (15 ha).

3. Bahwa Pengadaan Tanah untuk Pengembangan Kawasan Gor Samapta
Tahun Anggaran 2006 pada Anggaran perubahan APBD Tahun 2006
sebagai berikut:

a. Alokasi Anggaran Tahun 2006 pada Anggaran perubaban APBD

" Tahun 2006 bahwa untuk Pengadaan Tanah Kawasan Gor Samapta
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1) Biaya Keseluruhan untuk Pengadaan Tanah Kawasan Gor
Samapta Rp. 15.0563.045,000,- .

2) Target Luas Tanah yang dibebaskan + 49.000 m?

3) Realisasi biaya Pengadaan Tanah dan biaya oprasicnal Rp.
11.228.619.185,-

4) Realisasi Luas Pengadaan Tanah + 39.566 m?

5) Sisa lebibuya anggaran Rp. 3.834.425.815.-

4. Bahwa Proses Pengadaan Tanah wnituk Pengembangan Kewasan Gor
Samapta kota Magelang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 36

anuu 2005 jo Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 yang Proses
Pengadaannya diawali dengan penetapan lokasi dilanjutkan identifikasi
lahan yang akan dibebaskan kemudian diadakan musyawarah antara
pemilik tanah dengan panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kota
Magelang.

5. Bahwa Pengadaan Tanah untuk Pengembangan Kawasan Gor Samapta
tentang Ganti Rugi berpedoman nilai dasar dari tim independen yang
beralamat Kantor Pelayanan PBB Magelang. Selanjutnya proses
perhitungan pembayaran bagi pemilik tanah sudah bersertifikat Hak Milik
dinilai 100% dan tanah yang masih petuk C dinilai 95% hal ini berdasarkan

Peratura Menteri Negara Agraria Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pengadaan

Tanah Raal Palalrecanaan Pamhanminan ininmic Kananfinoon TTmiim
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6. Pengadaan Tanah untuk pegembangan Kawasan Gor Samapta belum

seluruhnya terrealisasi pembebasannya dikarenakan masih ada kendzla-

kendala administrasi maupun kesepakatan-kesepakatan dengan pemilik

tanah sehingga proses pembebasannya dilanjutkan Tahun Anggaran 2607

terdiri dari:

a. Tanah milik Sdr. Herman Santoso luas Keseluruhan + 8.679 m? terdiri

dari 6 (enam) bidang, sebagai berikut:

1)

2)

3)

Bahwa 1 (satu) bidang Tanah a.n Herman Santoso (Hak Milik
No. 1425 Kel. Kramat a.n Iwan Setiawan luas + 642 m?) telah
terjadi Kesepakaian pada Tuhun 2006, dengan harga Rp.
310.000/ m?> Total harga Rp.199.020.000,- untuk segera
dicairkan mendahului Penetapan. Anggaran 2007 sedangkan 5
(lima) bidang yang lain luas keseluruhan + 8.037 m? diproses
Tahun 2007.

Diantara 6 (enam) bidang tersebut tanah milik Sdr. Herman
Santoso terdapat sumber mata air.

Srd Herm.an Santoso m.inta sumber air tersebut diperhitungkan
ganil rugina, jika tidak diganti harga tanah dikelompokkan pada
kelompok II (dua) dengan nilai ganti rugi Rp-,'2.‘3’0.000.-/1112
padahal tanah milik Sdr. Herman Santoso yang ada smn’t;er

airnya tersebut masuk pada kelompok III (tiga) dengan nilai

rersati sivres e TR OANN a2
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Tanah Milik Sdr. Herman Santoso Iuas + 3.230 m? pemilik minta ganti rugi
dengan harga Rp. 350.000,- / m? didalam pengelompokan bahwa tanah
milik Sdr. Sunarto termasuk pada Kelompok I (satu) dengan nilai ganti rugi
Rp. 310.000.- / 11.12 sehingga tim sepakat tanah milik Sdr. Sunarto ditunda /
dipending dan diusulkan pengadaannya tahun 2007.

Tanah Milik Ny. Evi Riswanti [uas dalam sertifikat + 494 m? kenyataan
dilapangan berdasarkan hasil ukur luasnya menjadi + 608 m2, karena sejak
awal untuk pengadaan tariah panitia berpedoman pada luas yang tercantum

di sertifkat, maka panitia terpaksa menunda karena belum ada kesepakatan.

vaporan Hasii Musyawarah Panitia Pengadaan Tanah untuk Pengembangan

Kawasan Gor Samapta kota Magelang Tahun 2007 dengan warga pemilik tznah.

Menindaklanjuti proses Péngadaan Tanah Kawasan Gor Samapta untuk Anggaran

2007, maka diadakan musyawarah Panitia Pengadaan Tanah dengan warga

pemilik tanah,Pelaksanaan rapat pada hari rabu, tanggal 7 Maret 2007, jam : 09.00

WIB, tempat ruang Kerja Sekretaris Daerah dihadiri oleh

1.

2.

Asisten Adm. Ekonomi, Keuangan dan kesra.

Kepala DPKKD Kota Magelang.

I -4

. Kepala BAPEK G Magelang.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Magelang.
Kepala Dinas Pertanian Kota Magelang.

Kepala DPU Kota Magelang.

T armnla T7améaan TATNATITINAL WV ondn NA o1
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8. Kepala Bagiann Hukum.

9. Kepala Bagian Umnum.

10. Kepala Bagian Tata Pemerintahan.

11. Kepala Bid. Fisik Prasarana pada Bapeko.

12. Kepala Sub Bag. Pertanahan pada Bag. Tata Pemerintahan.

13. Kepala Sub Bag. Pemerintahan Kelurahan pada Bag. Tata Pemerintahan.
14. Kepala Seksi Hak Atas Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Magelang.
15. Sdr. Herman Santoso (Pemegang Xuasa Pemilik Tauah).

Rapat membahas tentang berkaitan dengan permohonan Sdr. Herman Santos;)
meminta nilai tambahan (harga) atas sumber mata air yang ada diatas tanah
miliknya HM No. 1719 Kel. Kramat a.n Wasit luas = 3.030 m?, maka Pemerintah
Kota Magelang telah membuat surat kepada Direktur PDAM Kota Magelang
Nomor 545.214/93/111 tanggal 2 Bebruari 2007 Perihal Permohonan Penelitian
Debit Air di kawasan Gor Samapta.

Menanggapi surat tersebut telah dilakukan penelitian oleh pihak PDAM yang
dikuatkan dengan surat dari Direktur PDAM Nomor 690/369/34/2007 tanggal 14
Pebruari 2007 Perihal Survey dan Perhitungan Air dikawasan Gor Samapta dengan
hasil bahwa debit air sangat kecil (0,002 lt/dt) atau 172,8 1t per hari, dengan
demikian tidak memenubi syéra’t uniuk diberikan tambahan nilai harganya.
berdasarkan kajian tersebut maka harga tanah kawasan Gor Samapta tetap pada

— . 1t . T e AT TIT
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Berkaitan dengan keberatan Sdr. Evi Riswanti atas uvkuran yang ditetapkan
dalam penentuan besarnya ganti rugi, dapat disampaikan bahwa tim sepakat untuk
penentu luas apabila terdapat perbedzan luas antara hasil ukur dan luas dalam
seriifikat, jadi luas tanah tanali milik Sdr. Evi Riswanti adalah 494 m? (sesuai
dengan HM) dan yang bersangkiitan dalam rapat tidak hadir, mengirim pesan per
telpon pada tanggal 7 Maret 2007 jam + 08.55 menit lewat Subag TU Sekda Kota
Magelang isi pesan bahwa tanahnya tidak dijual.

Berdasarkan hasil rekomendasi dari PDAM tersebut diatas bahwa, Sdr.
Herman Santoso pada akhimmya menyampaikan dapat menerima harga yang
disampaikan oien Pemeriniah Koia Mageiang (Paniha Pengadaan Tanah) untuk
tanah miliknya yaitu Rp. 270.000,- per meter persegi.

Kedua belah pihak sepakat bahwa berdasarkan hasil musyawarah segera
menindaklanjuti proses administrasi realisasi pembayaran ganti rugi sesuai

prosedur yang berlaku.

Berita Acara Nomor : 590/07/PPT.GOR/07/11 Tentang Musyawarah
Pembebasan Tanah Untuk Pengembangan Kawasan Gor Samapta Kota Magelang
Talun 2007, Pada hari ini rabu tanggal tujuh belas buian maret tahun dua ribu
tujuh, pada jam Sembi1a£1 waktu Indonesia Bagia Barat bertempat di Ruang Kerja

Sekretaris Daerah kota Magelang, dalam rangka pengadaan tanah untuk

. .
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I. Nama : Haji FAHRIYANTO
Jabatan Walikota Magelang
Alamat J1. Jenderal Sarwo Edi Wibowo No.2 Magelang.

bertindak untuk dan atas nama Pemerintah kota Magelang sebagi Pihak

yang mererluka tanah, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : HERMAN SANTOSO
Alamat JI. Medang No. 76 Rt.01 Rw.04 Kel. Rejowinangun
Utara

Seiaku Kuasa pewiiik tanal yang ‘u:riclak-di keluralian Kramat Selatan
Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang yang kemudian disebut Kawasan Gor
. Samapta Kota Magelang sebagaimana tersebut dalam lampiran 1 Berita Acara'ini,
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah mengadakan musyawarah
dihadapan panitia pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan di kota
Magelang yang dibentuk berdasarkan keputusan Walikota Magelang Nomor :
143/10/112 Tahun 2006 tanggal 12 April 2006 tentang Pembentukan Panitia
Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan di kota Magelang, sebagai
musyawarah lanjutan dari musyawarah kelima tanggal 15 Desember 2006, dengan
hasil musyawarah’sebagi berikut: |

1. PIHAK PERTAMA menyampaikan bahwa untuk menindaklanjuti hasil

[EV T L PRy M, S R | 1 .. 1 - —~ - S
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Santoso meminta nilai tambah (harga) atas sumber air yang ada diatas
tanah miliknya HM No. 1719 a.n Wasit luas % 3.030 m?, maka PTHAK
PERTAMA telah membuat surat kepada Direktur PDAM Kota Magelang
Nomor 545.214/93/111 tanggal 2 Pebruari 2007 perihal permohonan
penelitian Debit Air di kawasan Gor Samapta, dan telah dilakuka penelitian
oleh i)ihak PDAM yang dikuatkan dengan surat dari Direktur PDAM
Nomor 690/369/34/2007 tanggal 14 Pebruari 2007 Perihal Hasil Survey
dan Perhitungan Air di Kawasan Gor Samapta, dengan hasil bahwa debit
air sangat kecil (0,002 lt/dt). atau 172,8 It perhari, dengan demikian tidak
memenuhi syarat untuk diberikan tambahan niial harganya. berdasarkan’
kajian tersebut maka harga tanah dikawasan Gor Satnapta tetap pada harga
sebelumnya, untuk tanah milik Sdr. Herman Santoso merupakan Kelompok
HI yaitu Rp. 270.000,- per meter persegi.

2. PIHAK KEDUA menyaﬁlpaikan dapat menerima harga yang disampaikan
oleh Pemerintah kota Magelang (Panitia Pengadaa Tanah) untuk tangh .
miliknya yaitu Rp. 270.000,- per meter persegi.

3. Kedua belah pihak sepakat bahwa berdasarka hasil musyawarah segera
menindaklanjuti proses adininistrasi realisasi pembayaran ganti rugi
dengzan prosedur yang berlaku.

Kecsimpulan Hasil Rapat Panitia Pengadaan Tanah untuk Pengembangan

¥ Arvrrncne (3D Qamanta Tahon Anoraran T700VT carta mnn;ﬂ{{nb’laﬂhlf"l hao"
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musyawarzh pcngadaan tanah tanggal 19 juni 2007 hasil pelaksanaan rapat panitia

pengadaan tanah membahas peribal tersebut diatas sebagai berikut:

1.

Pelaksanaan Rapat

Rapat koordinasi dilaksanakan pada tanggal 22 juni 2007 iam 09.30 WIB

bertempat di Ruang Kerja Sekretaris Daerah Kota Magelang dengan

dihadiri oleh:

a. Sekretaris Daerah Kota Magelang selaku pimpinan rapat

b. Asisten Administrasi Femerintahan Sekda Kota Magelang

c. Asisten Administrasi Ekonomi Keuangan dan Kesra Sekda Kota
Magelang

d. Kepala Badan Perencanaan Kota Magelang (diwakili)

¢. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan kekayaan Daerah (diwakili)

f. Kepala Dinas Pertanian Kota Magelang (diwakili)

g. XKepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Magelang (diwakili}

h. Kepala Kantor Pertanahan Kota Magelang

1. Kepala Kantor Informasi dan Kehumasan Kota Magelang

'j.  Kepala Bagian Umum Setda Kota Magelang (diwakili)

k. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Magelang
l. Kepala Bagian Keuangan Setda .ota Magelang
m. Kabid. Fispra pada Bapeko

" ¥ aonhan Dartanahan mnada Rasr Tata Damarintal-an
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p. Kepala Kelurahan Kramat Selatan
2. Hasil Rapat:

a. Berdasarkan hasil penelitian tim penilai terhadap tanah-tanah lokasi
Gor Samapia kota Magelang harga dasar Rp. 92.000,-/m?;

b. Mengenai hasil ukuran tanah milik Sdr. Giri W.J pada saat ukur
pertama 2.597 m?, setelah dilakukan ukur ulang terjadi kelebihan
menjadi 2.867 m* (selisih lebih % 270 m?) karena letak patok pindah
menyesuaikan sepadan sungai. Kantor Pertanahan Kota Magelung akan
mengadakan rekontruksi ulang mengenai pengukuran tanah dimaksud;

¢.  Unituk rencuna menawar tanan yang akan dibeii pada musyawaran
tanggal 19 juni 2C07 Panitia sepakat kenaikan harga penawaran adalah
50% dari harga Panitia Penilai (50% x Rp. 92.000,~/m? = Rp. 138.000.-
/m? dibulatkun menjadi Rp. 140.G00,-/m?);

d. Sesuai Anggaran yang tersedia dari APBD tahun Anggaran 2007 maka
maksimal harga terakhir untuk HM dan Petuk adalah Rp. 250.000,-
dengan ketentuan untuk HM dan Petuk dengan luas keseluruhan 11.364

- m? (HM seluas 6.053 m? dan Petuk seluas 5.311 m?) sudah termasuk
kelebihan luas tanah Sdr.Giri, yang didasarkan pada peraturan PMA.
No.1 Tahun 1994 y,asal 17 bahwa pengadaan tanah untuk Simpul-
simpul Ekonomi dan kawasan Gor Samapta yaug tanahnya masih petuk

Y Ainilal OR0L Aarl haraa tatal aeets siaar Aan siatnls LTals A1 Ainilas
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Berita Acara Peinbayaran Pengadaan Tanah Untuk Pengembangan Kawasan
Gor Samapta Kota Magelang Nomor: 590/43/PPT/111 Tanggal: 29 Desember
2006 Kepada Drs. DTUWAHIR Selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda
Kota Magelang selaku Pimpinan Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Pengembangan
Kawasan Gor Samapta Kota Magelang. Disebut Pihak Pertama dan SRI
NADHIROH Selaku Pemilik tanah yang terletak di kelurahan kramat kecamatan
Magelang Utara Kota Magelang Hak Milik Nomor 3795 Kelurahan Kramat atas
nama SRI NADHIROH luas + 1.956m* selanjutnya disebut Pihak Kedua.
Berdasarkan Berita Acara Nomor : 590/43/PPT/ 11 Tanggal: 29 Desember 2006
tentang inusyawaali V Pembebasan Tanal: untuk pengembangan Kawasan
GorSamapta bahwa kedua belah pihak antara Pemerintah Kota Magelang dengan
pemilik tanah atas nama Sdr.SRI NADHIROH sepakat tanahnya dilepas kepa&a
Pemerintzh Kota Magelang. Setelah dipenuhi syarat-syarat administrasi untuk
pencairan dana oleh PTHAK KEDUA, dengan demikian PIHAK KEDUA berhak
untuk menerima pembayaran sebesar Rp. 270.000,- x 1.956m?, sehingga total ganti
rugi tanah tersebut sebesar Rp. 528.120.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta

Seratus Dua Puluh Ribu Rupiahy).

Berdasarkan analisis diates Pengadaan tanah terkait ganti rugi dilaksanakan
secara langsung antara instansi pemerintah (papitia pengadaan tanah) yang
memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah dengan para pemegang hak

atas tanah, dalam hal jumlah pemegang hak atas tanah dan pemilik tanah bangunan,
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tanaman dan / atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah yang bersangkutan
tidak memungkinkan terselenggarannya musyawarah secara efektif, musyawarah .
dapat dilaksanakan dengan wakil yang ditunjuk diantara dan oleh mereka. Sesuai
Peraturan Menteri Agraria/ Kepala BPN No. 1 Tahun 1994 Pasal 16 Ayat (1) Poin a
dan b, musyawarah untuk menentukan bentuk dan besarnya ganti-rugi dengan
mempertimbangkan: Nilai tanah berdasarkan nilai nyata atau sebenarnya dengan
memperhatikan NJOP Bumi dan Bangunan tahun terakhir untuk tanah yang
bersangkutan. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga tanah : lokasi tanah, jenis hak
atas. tanah, Status penguasaan tanah, Peruntukan tanah, Kesesuaian penggunaan tanah
dengan rencana iata- ruang wilayah, Prasarana yang ersedia, Fasiiitas dan uniilitas

(kegunaan), Lingkungan, Lain-lain yang mempengaruhi harga tanah.

Sesuai Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang pengadaan
- tanah bagi peiaksanaan pembangunan untuk kepertingan umum, bahwa pengadaan
tanah dilakukan melalui musyawarah dalam rangka memperoleh kesepakatan
mengenai bentuk dan besarnya ganti-rugi. Dalam Pelaksanaan Musyawarah hal ganti-
rugi dilakukar 5 kali musyawarah antara lain: Musyawarah I pada tanggal 17
Nopembcr.. 2006 di Aula Kantor Kecamatun Magelang Utara dengan materi
penyampaian hasil inventarisasi tanah yang diperlukan oleh pemerintah kepada
pemilik tanah, dan sebagian besar masih keberatan dan belum bisa menerima hasil

inventarisasi. Musyawarah II pada tanggal 23 Nopember 2006 di Aula Kantor
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dari Tim Penilai Independen yaitu kelompok I Rp. 105.000,- kelompok II Rp. 76.000,-
kelompok IIT Rp. 50.000,-, dan pemilik tanah menyatakan masih keberatan atas hasil
penilaian tersebut. Musyawarah I1I pada tanggal 7 Desember 2006 di Aula Kantor
Kecematan Magelang Ufara dengan hasil bahwa aiitara pihak pemilik tanah dengaﬁ
pemerintah belum dapat tercapai kesepakatan mengenai besarnya ga.nﬁ ruzi dan kedua
belah ﬁihak sepakat untuk mempertimbangkan kembali hasil musyawarah,
(pemerintah menawarkan harga kelompok I Rp. 179.000. - kelompok II Rp. 140.000,-
kelompok I Rp. 1000.000,-). Musyawarah IV pada tanggal 11 Desember 2006 di
Aula Kantor Kecamatan Magelang Utara dengan hasil pihak pemerintah belum dapat
meénerima penawaran harga dari pemilik tanah {(keiompok I Rp.375.000,- kelompok II
dan kelompok III Rp. 325.000), sepakat akan mengadakan musyawarah lanjutan.
Musyawarah V pada tanggal 15 Desember 2006 di Aula Kantor Kecamatan Magelang

Utara dengan hasil kesepakatan antara kedua belah pihak tentang besarnya ganti-rugi

tannoh Aralammeal- TDw 210 0AAA 1. T_ .. _1_ 7T AANA ARA 1t 1 v v mamm 2o



